nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

KEKUATAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
TANPA ADANYA AKTA JUAL BELI DI DESA PEMBATANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

“DINI HAKONIA
NOMOR MAHASISWA : 181010275
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



nery we[sy sejsIdAmu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Pekanbaru, 10 Juni 2022
I @) m iyatakan,
" Merens ;:Q

Bt z(D_ni'h'i'Hii“Eonia)




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau




1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

-
-

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia — Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

MESTER GENAP TA 2021/
NPM : 1810
Nama Mahasi A
Dosen Pe
Program §
Judul Tugas i e | rlm Jual Beli di
\b a n Kua
Judul Tugas ¢ T igh of Sale and
(Bahasa Inggri: n tan
Lembar Ke t WG o9
Hari/Tal 1 Paraf Dosen
NO|  Bimbi g Pembimbing
1 [Sabtu, 26/02 | 7
— - -
2 [Kamis, 24/03/ —* | s ki %
3 |Kamis, 07/04, 1 et | :s-' an v e |
= E o o R rbaiki
n
4 Minggu, 17/04
nal
ai
Bahasa ng|
Pembua B Il .
5 [Selasa, 17/05/2 EKA "B % ri P [/
i . o
6 Jlumat, 27/05/2022
tian usan
7 [Selasa, 06/06/2022
flar Isi
Persembahan ~
ntar 2
8 |Rabu,08/06/2022  [BABIV hka Daflar Tabel :
ambahkan Daftar Gambar
Perbaiki Kesimpulan
iki Daflar Pustaka -

Pekanbaru, 9 mei 2022

WakitBekan 1/ rtemen/Ketua Prodi
MTGXMDEWMJC1

(SELVL HARVIA SA0/TRY, SH b

Catatan:
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan

2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester
baru melalui SIKAD

3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Se&llah skripsi disetujul (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan 1/ Kepala departemen/Ketua
pr

S. Kaétu Ilténdalll bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan
pada skripsi.



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

@2

UNIVERSITAS ISLAM RIAU (¥)¥/KAN
FAKULTAS HUKUM o

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : lawa uir.ac.id

BERAKREDITASI “A” BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

ANDA PERSETUJUAN SKR




Il udwnyo(]

AP disay yepepe

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM PIAL
Nomor : 099/Kpts/F11/2022
TENTANG PENETAP, BIMBING PENULISAN SERIPS! MAHASISW A

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS I51L.AM PIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk ‘membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yany, lebih - bervualitas perlu
ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersbut

2 Bahwa penctapan dosen scbagai pembimbing yang tetapkan dalam surat yeputusan ini dipandany,

Mengingat

Menetapkan

as Tanah Tanpa
batang Kabupaten

052/UIR/Kpts/ 1959,
crsitas Islam Riau

\) v
%Mit/éa, S.H., M.H.

Vi



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

NOMOR : 042 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LTAS HUK N ISLAM

Menimbang: 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan

ti i dalam Surat Keputusan Dekan.

dan memenuhi syarat

Tanpa Adanya
antan Singingi

nguji materi skripsi
p penguji sistimatika

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru

2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

vii



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU gggm,qm@_
FAKULTAS HUKUM

FS 671471

"f( * : Alamat : JI. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
'H >

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uirac.id - e-mail : law(@uig

Y

viii



ABSTRAK

Tanah sebagai hak milik diatur didalam Undang-undang Pokok Agraria
No 5 Tahun 1960, hak milik dapat di alihkan berdasarkan jual beli, sesuai dengan
pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997.

Masalah pokoksdalam penelitian ini yang pertama, tentang status jual beli
tanah yang dilakukan tanpa adanya akta jual.-beli di Desa Pembatang Kabupaten
Kuantan Singingi dan permasalahan kedua, bagaimana penyelesaian yang dapat
dilakukan oleh pembeli agar jual beli tanah mempunyai kekuatan hukum tetap di
Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis (empiris)
atau observasi (observational” research) yang bersifat, deskriptif analisis dengan
cara survey, Lokasi yang di pilih untuk melakukan penelitian ini di Desa
Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti melakukan wawancara kepada
Kepala Desa Pembatang, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan
Singingi, serta melakukan wawancara terbuka kepada masyarakat Desa
Pembatang.

Hasil penelitian bahwa status jual beli yang dilakukan dihadapan kepala
desa itu sah diberikan oleh Undang-undang karena jual beli dibawah tangan
perbuatan hukum secara materiil proses jual beli tanah itu-sah, tetapi secara
formalnya proses jual beli secara dibawah tangan tidak terpenuhi, jual beli harus
di hadapan pejabat yang berwenang.yaitu PPAT (syarat formalnya), masyarakat di
Desa Pembatang yang masih menggunakan jual beli dibawah tangan tanpa di
hadapan pejabat yang berwenang, faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli
dibawah tangan, tingkat pengetahuan peralihanyhak yang=minim, para pihak
dengan sistem Kkepercayaan, “mahalnyai-biaya*melakukan.jual beli dihadapan
PPAT, dan tidak diketahuinya pihak pertama yang memegang hak tanah pertama
kali. Upaya penyelesaian jual beli agar berkekuatan hukum tetap di masyarakat
desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi yaitu menurut masyarakat desa
Pembatang, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Pembatang yaitu
dengan saling percaya, maka kedua belah pihak akan.menyelesaikan dengan cara
musyawarah dan bertanggung jawab dan siap dituntut dimuka persidangan baik
secara perdata maupun pidana. Sedangkansmenurut pihak BPN upaya yang harus
dilakukan oleh pembeli agar “mendapatkan jaminan kepastian hukum atas
kepemilikan tanah yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Akta Jual Beli Tanah



ABSTRACT

Land as property rights is regulated in the Basic Agrarian Law No 5 of
1960. Property rights can be transferred based on buying and selling, in
accordance with article 37 paragraph 1 of Goverment Rehulation No 24 of 1997.

The main problem.in this research is thesfirst;uregarding the status of
buying and selling land carried out without a deed of sale. and purchase in
Pembatang village, Kuantan Singingi Regency and the second problem, how the
settlement can be done by the buyer so that the sale and purchase of land has
permanent legal force in Pembatang village, Kuantan Regency, Singingi.

This studi usesysociological law . researchs ,methods (empirical) or
obsevational (observational research) which is descriptive analysis by means of a
survey. The location chosen to conduct this reseach is in Pembatang village,
Kuantan Singingi Regency, researchers conducted interviews with the Head of
Pembatang village, Head of the Land Office National Kuantan Singingi Regency,
as well as conducting open interviews with the Pembatang village community.

The result of the study that the status of buying and selling carried out
before the village head was legal given by law because buying and selling under
the hands of legal acts materially the process of buying and selling law was legal,
but formally the process of buying and selling under the heads was not fulfilled,
buying and selling must be done. In the presence of authorized officials, namely
PPAT (formal requirements), people in Pembatang village who still use buying
and selling under the hands-without, lbeing tin the presence of an authorized
official, factors that influence the occurrence of buying and selling under hands,
minimal level of knowledge transfer of right, parties with-a believe system, the
high cost of buying and selling before the PPAT, and the unknown first party
holding the land rights for the time. Efforts to settle the sale and purchase so that it
has permanent legal force in the Pembatang village.community, Kuantan Singingi
Regency, namely according to the Pembatang village community, buying and
selling carried out by the Pembatang billage commnuity is by mutual trust, then
both parties will resolve it by way of deliberation and responsibility and are ready
yo be prosecuted upfront trial, both civil and criminal. Meanwhile, according to
BPN, the efforts that must be made by the buyer in order to obtain legal certainty
over land ownership are in accordance with Goverment Regulation Number 24 of
1997.

Keywords: Legal Force, Deed of Sale and Perchase of Land
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BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Termua asal 3 (3) bersifat wa a pesanan untuk
negara untuk me : h, air d er daya 3 milikinya, yang

dikuasai 204 1capa : agi seluruh rakyat

antara lain fungsi sosial, ekonomi, agama, dan politik.?
Tanah bisa dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Pengalihan hak

guna tanah dapat dilakukan dengan pembelian, penjualan, penukaran, pemindahan

! Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

? Urip Santoso, Hukum Agrari:Kajian Komprehensif, Edisi I, Kencana Prenada Group, Jakarta,
2012, him.32

* Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan

Umum, Graha llmu, Yogyakarta, 2014, him.1
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atau pewarisan. Di pasal 26 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa: “membeli,
menjual, menukar, memberi, memberi, menurut pewasiatan, dan tindakan lain

untuk mengalihkan hak milik. dan pengendaliannya diatur oleh peraturan

yakni hukum

ukum materiil,

yang dimaksud di pasal erdata DI suatu pemindahan hak secara
tetap dari perbuatan hukum..’

Lalu didalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
mengatur bahwa penjualan tanah harus terbukti dengan pembuatan akta dan di

hadapan pembuat kebijakan. Di Pasal 37 Ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 1997 tentang

* Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undnag Pokok Agraria

> KUHPerdata Pasal 1457 Tentang Jual Beli

® Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenafa Media Group, Jakarta, 2010,
him.358

2
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Pendaftaran Tanah diiringi dengan PP 37 Tahun 1998 tentang PPAT dI Pasal 2
ayat (1) yang berbunyi :’

Kantor pendaftaran tanah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan

------

kepenting

sehingga

berhubung

seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kepentingan yang sah, baik di

tingkat nasional maupun daerah. Berkat alat otentikasi, hak dan kewajiban
didefinisikan dengan jelas, memastikan kepastian hukum, dan perselisihan dapat

dihindari.’

7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
® Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him 170
? Ibid, hIm.170
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Dokumen di bawah tangan merupakan tindakan yang disengaja oleh para
pihak sebagai alat bukti tanpa bantuan penyelenggara negara. Dengan kata lain,

suatu perbuatan adalah perbuatan yang dianggap oleh para pihak sebagai alat

ketiga jika

ditentukan

AL ?
3

%‘g\‘%“‘%\ﬁ

<)
<
o
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S
°
@D
3
o
o
:
>
e
D

beli tanah atas nama kepala desa. Sementara itu, masyarakat dalam kegiatan
transaksi penjualan tanah masih jarang melakukan penjualan berdasarkan kontrak

PPAT. Sebenarnya kepala desa berperan sebagai saksi, menulis peralihan hak jual

1% Victor M Situmorang dan Cormetyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Sipil Di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2005, him.60

"' KUHPerdata pasal 1874 dan 1880

'? Nisa Auliana Br.Tampubolon, Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa

Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
2018 di akses pada tanggal 14 Oktober 2021
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beli dalam daftar tanah desa, membuat sertifikat warisan dan mengumpulkan uang
untuk setiap pembelian tanah. Transaksi.*®

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah muncul tentang tanah.

memiliki s
Seperti ad
dari para p

tanah mereks

;

Kemudian ti ' dip rjualbelikan terus
berlanjut. Ada evo ngan perundingan atau

prosedur kuno beralihnya hak atas tanah dan diatur menurut hukum adat, dengan

asas “ringan” dan “dengan uang”. Sarana dibuat dengan jelas di hadapan pejabat

" Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
14 Oktober 2021, 10:30 WIB
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negara yang berwenang. Tunai berarti tanah dibayar tunai. Jika harga tidak dapat
dibayar, maka prosedur jual beli tanah tidak dapat diselesaikan.**

Seperti yang terjadi di Desa Pembatang, Kabupaten Kuantan Singingi.

perkebunan dan
ingkat drastis,

tanah di desa

Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli di Desa Pembatang Kabupaten

Kuantan Singingi.

' Sahat HMT Sinaga, Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka Sutera, Bandung,
2007, him.18

!> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
14 Oktober 2021, 10:30 WIB

'® Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
14 Oktober 2021, 10:30 WIB
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B. Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan

masalah :

1. Bagaiman sta al.beli h yan akL anpa adanya akta jual

beli tanah yang

Desa Pembatang

oleh pembeli agar jual beli tanah mempunyai kekuatan hokum
tetap.
2. Manfaat Penelitian
a. Merupakan dokumen untuk penambah wawasan di bidang ilmu

hukum bagi civitas akademika, mahasiswa dan pendidik pada
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umumnya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan peralihan
hak milik yang ada.

b. Dapat dijadikan acuan dari hasil penelitian ini seabagai pemikiran

n.dalam m n_hukum dan praktek

@“““-h\,hk\‘ ]

'

hukum diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi atau
mengatasi pelanggaran tersebut dengan memberikan sanksi."’
Menurut Setiano, Rule of law adalah suatu tindakan atau usaha untuk

menciptakan ketertiban dan ketentraman supaya tiap orang bisa menikmati

' Mucshin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, 2003, him.14

8
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martabat dirinya sebagai manusia dan melindungi masyarakat dari tindakan oleh
pemimpin yang sewenang-wenang dan tak menghormati supremasi hukum.*®

Di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur “Negara Indonesia adalah negara

hukum”. arti, S Dida 3 /e araan  Negara harus

ngan hukum
secara menye emili a hukum. Selain
itu, Pasal 28 ) 0 3 ang berhak atas

pengakua

perlakuan

[ALNIRAEN

/
s

digadaikan, atau diberikan dengan cara lain selagi tidak melanggar ketentuan yang
ada. Wewenang atau kuasa yang diberikan oleh undang-undang disebut “hukum”
atau “kewenangan”. Di bahasa Latin wewenang disebut "ius" atau di bahasa
Belanda "recht" atau "droit" di bahasa Prancis. Agar membedakan antara hak dan

undang-undang dalam bahasa Belanda digunakan istilah “peraturan subyektif”

'® Setiono, Supremasi Hukum, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta,, 2004, him.3
¥ pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2% pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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untuk hak dan “ketentuan obyektif” untuk undang-undang atau peraturan yang
menimbulkan hak bagi seseorang.”*

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

asa yang sah.

i, dalam arti

untuk menggunakan tanah, tidak termasuk benda-benda lain yang ada di dalam
tanah seperti minyak dan bahan galian lainnya. Mengenai masalah ini, orang yang
mempunyai hubungan dengan tanah tentu saja manusia yaitu individu, keluarga,

dan masyarakat semuanya memiliki kedudukan yang seimbang, tetapi sifat

?1 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.120
*? pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
2 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Atas Tanah, Arkola, Surabaya, 2002, him.54
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penggunaan tanah juga diarahkan pada keuntungan atau kepuasan pribadi;

sedangkan semua harta disebut kekayaan nasional.**

Ketika hak atas tanah diberikan, hubungan hukum dibuat antara orang atau

=4

d

bl

ﬂf gan atau badan
&

g

sil

pribadi tanpe an tanah dengan

tidak mende 1tunoga s /3 a gikan masyarakat.

lainnya.?
3. Jual Beli Hak Atas Tanah

a) Pengertian Jual Beli Hak Atas Tanah

** Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Alumni, Bandung, 2004,
him.18

%> pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

2® pasal 16 jo 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

11
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Jual beli ialah dimana dua belah pihak setuju untuk dilakukan penyerahan
barang dan pembayaran harga atas barang yang dipersetujukan itu.”’

Dilihat di Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli ialah kesepakatan timbal balik

penyerahan & er da-saat itu pembeli
harus mem

ang terjadi atas
perbuatan pembe ; la kuks adapan kepala desa.
Dengan de an, de : Jik kepada kepala
desa. Dan R S i enjuala but memastikan tak

adanya perbuatany engan begitu, proses

peralihan hak secara permanen yang mempunyai akibat hukum berupa uang. dan
diatur dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan pokok undang-undang tentang

pertanahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur bahwa akta

% Abdulkadir Muhamad. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014, him.317
?® pasal 1457 KUHPerdata
?® Pasal 24 Pearturan Pmerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

12
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yang dibuat di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti atas penjualan hak atas

tanah, sebagaimana termuat di Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 2 tahun 1997.%

Di penafsiran pasal 24 ayat (1) huruf F PP Nomor 24 Tahun 1997

akan dibeb
bawah tan entu akta i wak hubunga anda tangan. Ketika

tanda tang

kantor pertanahe s di kan pe ahua an egiatan jual beli

yang terjadi . angs tana an setempat agar

pengertian pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata. Melainkan, peralihan hak terjadi

ketika penjual mengalihkan tanah lalu kemudian harga atas tanah yang sudah

%% pasal 27 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
*! pasal 24 Ayat 1 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

32 Bangun Sugito, Hukum Pertanahan, Bina Insan Media, Jakarta, 2009, him 110
* Ibid, him.108

13
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dialihkan itu dibayarkan oleh si pembeli, maka tindakan pemindahan itu tunai dan
nyata.**

Tunai berarti bahwa dalam pelaksanaan tindakan hukum, bisa dialihkan

Inggris disebut “action”. Menurut SJfockema andreane dalam bukunya
“rechtgelewerd handwoorddenboek”, kata perbuatan berasal dari bahasa latin
“acta” yang berarti “geschrift” atau huruf, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro

Sudibyo dalam kamus hukumnya perbuatan ini merupakan bentuk jamak dari

** Sumaryono, Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, him.31

*Ibid, him.31

*® Kurnia Ghazali, Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah, Kata Pena, Jakrta, 2013, him 59
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actum" yang berasal dari kata Latin untuk tindakan. A. pitlo mendefinisikan akta

yaitu suatu bukti dalam bentuk surat yang telah bertandatangan dimaksudkan

dipergunakan demi kepentingan pembuat surat itu.%’

Dalam tinjauan pustaka ini menyajikan penelitian terdahulu, yang mana
penelitian terdahulu oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan perbandingan pada
focus penelitian yang akan diteliti dan penulis tidak mengutip orang lain dari

berbagai segi. Penelitian terdahulu digunakan untuk inspirasi bagi penulis dalam

%7 Saifudin, Akta : Apa dan Bagaimana ?, Bintang Persindo, Jakarta, 2007, him.2
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menggali berbagai masalah dari penelitian yang mengkaji atau mengangkat topic
tentang Jual Beli Dibawah Tangan.

Penelitian berupa skripsi oleh Nisa Aulia Br Tampubolon dengan judul

“Praktik Jual Belil ‘ aigan (Studi Kas oal Tirto, Kecamatan
‘!‘!‘\ .Q‘ ‘ eli tersebut
) 3 ﬁ atau tidak

el

sengaja se eberapa pi an berpindah

tangan.

judul “Pro : | an Jua Diba gan Tanah di

memberikan batasan judul ) )erdasarkan apa yang termasuk dalam
penelitian ini. Di penelitian ini agar mempermudah pembahasan, disajikan
beberapa definisi operasional mengenai istilah-istilah yang relevan dengan

masalah ini.

16
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1. Kekuatan hukum adalah ketika apaila suatu putusan itu sah atau

dianggap sah, maka putusan tersebut mempunyai akiat hukum, artinya

putusan tersbeut dapat mempengaruhi hubungan hukum.®

Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, luasnya 8kmz2 dan terdiri dari 3
dusun. Dengan jumlah penduduk 1097 dengan jumlah 567 perempuan

dan 533 laki-laki pada tahun 2021. Pusat pemerintahan desa ini berada

*® Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, him.163
** http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum. html, diakses tanggal 14
Oktober 2021

9 https://id.mwikipedia.org/wiki/Kepemilikan diakses pada tanggal 14 November 2021

* pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

* saifudin, Akta : Apa dan Bagaimana ?, Bintang Persindo, Jakarta, 2007, him.2

** Abdulkadir Muhamad. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. HIm.317

17
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di dusun 1 Pembatang. Jarak dari desa ini ke ibu kota Kecamatan

Pangean sekitar 7km.*

F.

eriode tertentu.

oleh penulis

5 3
AN

wavATNat
£

o
o
QD
o]
=4
3
oD
o
QD
QA"

digunakan
1.
Unt

ialah penel

observasiona

pendeskripsian dan pendeskripsian yang mendalam untuk memperoleh informasi
yang lengkap.

Untuk menghimpun data dan menelusuri informasi baik secara langsung di
lapangan maupun dengan mendatangi daerah penelitian khususnya ke desa

Pembatang untuk mendapatkan data langsung dari masyarakat penelitian.

* Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
14 Oktober 2021, 10:30 WIB
** Saifudin, Akta : Apa dan Bagaimana ?, Bintang Persindo, Jakarta, 2007, him.2
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2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian berlangsung. Untuk menjawab

masalah dalam penelitian ini dipilih lokasi yaitu di Desa Pembatang, di Kabupaten

** Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015,
him.118
*” Ibid, him.118
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Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No. Responden | Populasi Sampel Persentase | Keterangan

Sensus

b. Data sekunder
Terkait hal ini bahan sekunder digunakan seperti :
a) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
b) Hukum yang terkait dengan penelitian ini.

¢) Referensi Buku Penunjang penelitian ini.
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5. Alat Pengumpul Data

Wawancara merupakan alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

Wawancara ialah kumpulan data yang dilakukan oleh seorang penulis yang

dan hukum-hukum selaku landasan hukum dari fenomena-fenomena yang bersifat

umum  tersebut untuk  melakukan  penelitian,  penelitian  khusus.

*® Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS 2017,
him.18
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A Tinjauan Umum Jual Beli Tanah

dibayar. Untuk peminc atu perbuatan hukum lain

berupa penyeraha 1 anya dite an d ; aturan lain lagi, dari

oW
ang [ .ﬁ ar i
e ‘ sai ya dengan akta notaris,

tapi hal yang kedua belum™c K8 Ka.status tanah tersebut masih tetap hak

milik penjual.”

Jual beli tanah dalam hukum adat dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960

mempunyai pengertian yang sama. Berdasarkan UUPA pasal 5 maka pengertian

49 Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta 2004,HIm 86
** pasal 1458 KUHPerdata
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jual beli tanah hak miliki menurut UUPA tidak lain adalah pengertian jual beli
menurut hukum adat.”

Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu pemindahan hak atas

atas tanah terdiri

b. Syarat formil
Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, maka dilakukan jual

beli dihadapan PPAT.

°1 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,Edisi 1, Cetakan keempat, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, Him 149

>2 1bid HIm 72
53 1bid
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3. Syarat Sah Jual Beli Tanah Menurut KUHPerdata Pasal 1320
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah di mana

an harus cakap

menurut hukum:. Seorang telah dewasa at h sehat jasmani serta

Suatu perjanjian harus secara jelas mengenai suatu hal atau obyek tertentu,
artinya dalam membuat perjanjian obyek dari perjanjian harus disebutkan secara
jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

d) Suatu sebab yang halal

>* pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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Suatu perjanjian dianggap sah apabila tidak bertenangan dengan Undang-undang,
Kesusilaan dan ketertiban umum.>

4. Syarat Sahnya Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum dahan hak atas tanah
yang b .@;‘

<
Dalam , khususnya

a. Jua ﬂ : ; atu perjanjian
’ a : X e y

anakan jual beli

a. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa
dengan hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar

sejumlah uang yang pernah di bayarnya.

>> Sumaryono, Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), Tesis, 2009, h. 39

% Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi | (Cet.VI, Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), h.71-72
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b. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk

membeli kembali, jadi penjual lepas untuk selama-lamanya.

c. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran dengan perjanjian

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Angka 1 PP No.24 Tahun 1997 adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik, dalam bentuk peta dan daftar

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk

>’ Dyara Radhite Oryza Fea, Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya,
(Cet.1, Yogyakarta : Buku Pintar, 2016), h.203
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pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya.

Tujuan pendaftarz

berkepentingan
2h data yang di

bidang-bidang

adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi
dua dengan ukuran panjang dan lebar.*®
Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai

pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,

°8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

>° Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum, Raja Grafindo, Jakarta 2002, him 17.
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memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui
hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang

dipunyai. Karena kebutuhan manusia atas tanah makin meningkat. Hal ini

Jang pada saat
nya dan ruang
angkasa diate eke "j lukan :h_ epent ng langsung

enurut  undang-

rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Undang-Uundang Pokok
Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada Negara
untuk :%2

a. Mengatur dan menyelenggarakan permukaan, penggunaan,

persediaan dan memelihara bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

®® Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
®! Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Ayat 2 jo Pasal 4 ayat 1
%2 pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,

air dan ruang angkasa.

pasal 2

sebut tanah,

Pass tanah yang

bersangkuta ada diatasnya,

sekedar di ungan dengan

o
)
1aki
v
)
o
ﬂ}. ran hukum lain

penggunaan

yang lebih ti

’a dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang aa ‘
b. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
c. Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
d. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (bank Negara,

perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan social).

® pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
* pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
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e. Terjadinya hak milik karena hukum adat dan penetapan pemerintah
serta karena ketentuan undang-undang.

f.  Hak milik setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak

-~
&
ah,
v

ﬁ:
o
g
ngy
el

d. Hak guna bangunan terjadi karena penetapan pemerintah.
e. Hak guna bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya
dengan hak lain, harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat

pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian kuat.

—h

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani

hak tanggungan.
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ISJIAIU

nery we[sy sej

c. Hak Guna Usaha

. Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan

hektar harus

ik perusahaan

onesia dan badan

Indonesia dan

. Hak guna usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya

dengan hak lain, harus didaftarkan di kantor pertanahan stempat

pendaftarn dimaksud merupakan pembuktian yang kuat.

. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak

tanggungan.

d. Hak Pakai
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a. Adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pembegri ejabat ya memberikannya atau

;‘ “‘\H““ .a A, perjanjian

e
»
c
QD
>
[
>
o
QD
>
(SIZ

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HEBHBZISIICIJE)(I
NI disay yejepe i uawnyo(g
5
g
>
5

e. Hak Sewa
a. Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila
ia mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan
dengan membayar kepada pemilknya sejumlah uang sebagai sewa.
b. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :

a. Satu kali atau pada tiap waktu tertentu.
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b. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

c. Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh

disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan.

c. Penyertaan modal.
d. Hibah.

e. Pewarisan.

5. Hapusnya Hak Atas Tanah

a. Jangka waktu yang sudah berakhir.

33



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Dibatalkan sebelum janhka waktu berakhir karena syarat sesuatu yang
tidak terpenuhi.

c. Dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya sebelum jangka

badan hukum

C.
dalam bahasa
inggris “ac atan (handeling)
atau perbuat luas dan suatu
tulisan yang ¢ bukti perbuatan
hukum tersebut, mbuktian sesuatu.®
engatakan bahwa kata
“acta” merupakan bentuk yang berasal dari bahasa latin

dan berarti perbuatan-perbuatan.®®
A Pittlo mengatakan akta adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat
untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk

kepentingan siapa surat itu dibuat.®’

® Victor M Situmorang, Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta2004, him 50.
% R.Subekti, R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2001, HIm 9
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Sudikno Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang diberi
tandatangan yang memuat perinstiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada

suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

‘L}b
4]1:

dari akta d
pejabat um

disini antara

iﬁ\h\“%\'_‘“

o
@D
=
=
c
=
QD
S
o
@D
3
[9%)
-
QD
—
QD
=]
>
o
—+
QD
=
w
S
>
(=]

pada pasal 1 a

undang ini. Syarat akta otentik adalah :™
a. Otensitas dari akta notaris didasarkan pada pasal 1 angka 1 undang-undang

Nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dimana disebut notaris

7 A Pittlo, Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan M. Isa Arif, PT Intermasa, Jakarta 2000

Him 31

%8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta2005,
HIm1086.

*® Pasal 1868 KUHPerdata

7% pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 2 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998
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adalah pejabat umum dan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel

otensitas seperti yang di syaratkan oleh pasal 1868 KUHPerdata maka akta

yang bersangkutan harus memenuhi persyartan-persyaratan.

b.
C.
d. P mempunyai
Jadi su tapan undang-
undang tetapi k - : C abat umum dengan
memenuhi S
oleh para pihak
untuk pem 3 pa bantuan dari se jaba Dengan kata lain

akta dibawah t pihak sebagai alat

bukti tetapi tida at ap: buat akta.”

bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh
undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1874 dan pasal 1880
KUHPerdata. Pernyataan tertanggal itu lazim disebut legalisasi dan

waarmerking.”

"% Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di
Indonesia, Jakarta 2005 Sinar Grafika, him 60.
72 pasal 1874 dan Pasal 1880 KUHPerdata
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D. Tinjauan Umum Desa Pembatang

1. Sejarah Desa Pembatang

Desa Pembatang merupakan salah satu desa yang berada di Pangean,

yang masih
Pangean, z mandi, rarak

calempong,

Masyrakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan

masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Lingkungan dan alampun ikut
berperan dalam menentukan karakteritik mata pencaharian masyarakat setempat

khususnya Desa Pembatang yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk

7 Profil Desa Pembatang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2021, him.8
7* Profil Desa Pembatang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2021, him.8
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pertanian dan perkebunan. Maka pencaharian masyarakat Desa Pembatang lebih
banyak bertani, berkebun dan berternak.”

Sebagian besar wilayah Desa Pembatang merupakan dataran rendah.
Kondisi Topografi‘tanah pemukiman warga.Desa Pembatang dominan berdiri di
tanahyang rata namun di beberapa wilayah ada juga tanah yang tidak rata. Jenis
tanah di Desa Pembatang merupakan:jenis tanah gembur berwarna coklat dan
sangat sesual untuk lahan pertanian. Keadaan tanah yang seperti ini biasanya
digunakan oleh masyrakat untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian.

Suhu udara di Desa Pembatang sama dengan suhu di wilayah desa lain di
kecamatan Pangean yang beriklim tropis dengan suhu udara sekitar 20 sampai
dengan 35 derajat celcius. Sedangkan musim yang ada di desa.Pembatang adalah
musim hujan dan kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan September sampai
bulan Maret dan musim kemarau terjadi di bulan April sampai dengan bulan
Agustus. Menurut warga desa, musim hujan dapat dibagi menjadi 2 yaitu musim
hujan pertama dan musim hujan kedua. Musim hujan pertama terjadi sekitar awal
bulan Agustus sampai Januari saat kondisi tanah menjadi lembab. Stuktur tanah
lebih gembur dan warnanyalebih_hitam. Pada musim hujan pertama inilah para
petani memilih untu k menanam sayur-sayuran.”’

2. Batas wilayah desa

Desa Pembatang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :"®

”> Profil Desa Pembatang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2021, him.8
’® Profil Desa Pembatang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2021, him.8
”7 Profil Desa Pembatang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2021, him.8
’® Profil Desa Pembatang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2021, him.8
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Tabel I1. 1

Batas Wilayah Desa Pembatang

No | Batas Desa Kecamatan
1 Tanah Bekali
2
3
4
Sumber D
sebelah Utara
berbatasan obelah Selatan
berbatasan sebelah Barat
berbatasan sebelah Timur
berbatasan
3.
Desa F atan Pangean terdiri

Desa Pembatang

yaitu
No | Wilayah Luas
1 | Permukiman 2360 Ha
2 | Pertaniah Sawah 300 Ha
3 | Perkebunan 350 Ha
4 | Perkantoran 0,15 Ha
5 | Sekolah 1,5Ha
6 |Jalan 65 Ha
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7 | Lapangan Sepakbola 1,5Ha

Sumber Data: RPJM Desa Pembatang 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat luas wilayah Desa Pembatang yaitu

Permukiman selus a, Pertanian Sawah se D.Ha, Perkebunan seluas

350 Ha, Pe (0)¢: ; ah se seluas 65 Ha,

berjumlah 533 orang dan pererr umlah 562 orang. Dan total jumlah
penduduk tersebut yaitu 10,95 jiwa dan berjumlah 303 KK dengan jumlah rumah
sebanyak 284 rumah.

5. Data Tempat Ibadah

Sebagaimana halnya pada daerah-daerah lainnya, agama adalah

merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan penduduk pada umumnya

dan salah satu sarana dan prasarana peribatan agama. Ditinjau dari agama yang
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dianut mayoritas masyarakat Desa Pembatang yaitu beragama islam. Berikut

tempat ibadah di Desa Pembatang yaitu :

Tabel 11.1V

Dalam membangun sarana pendidikan tidak hanya dengan beberapa kali saja,

namun hal itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk mleihat keadaan

pendidikan masyrakat Desa Pembatang dapaat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Lembaga Pendidikan

Tabel I1. V

No

Lembaga pendidikan

Lokasi

Jumlah
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1 | TK/PAUD Dusun | 2
2 | SD Dusun | 1
3 | SLTP/MTS Dusun | 1
4 | MDA Dusun | 1

5

ketinggala

-

Di 3; J didikan seperti
TK/PAUD dg‘ : ak 1 buah dan
terletak di ” S Dusun I, MDA

sebanyak 1 bus

e
“'Eh

Berdasa

berkembang, hal

-
o
()
=

ge]
@
S
o
=
S
=
<
O
@
w
D

Pembatang yang telah mela an pe - erguruan Tinggi keluar daerah
seperti di UIR, UNRI, UIN dan Universitas lainnya.
7. Struktur mata pencaharian dan jenis pekerjaan
Untuk memenugi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pembatang
mempunyainberbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian

masing-masing masyarakat Desa Pembatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut :
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Tabel 11. VI

Jenis Matapencaharian Penduduk Desa Pembatang

=z
o

Pekerjaan Jumlah

Petani 65 Orang

Pedag

P

Tu QSTTAS ISL4

Gur %) &

Bida

TNI/Polri

Pensi

©O©| O N| o O &~ W N

Sopir

Buruh 1=,
-’

(BN
o

|
|

Jasa persewah — st — rang

-
N

Swast g

(BN
w

Peterna A ng

Jumlah

Sumber Data:

Berdasark ncaharian penduduk
Desa Pembatang berb n lah 665 orang, Pedagang
berjumlah 9 orang, PNS berju , Tukang berjumlah 12 orang, Guru

berjumlah 28 orang, Bidan/Perawat berjumlah 2 orang, Pensiunan berjumlah 5
orang, Sopir berjumlah 8 orang, Jasa Persawahan berjumlah 3 orang, Swasta

berjumlah 45 orang, dan peternak berjumlah 150 orang.
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8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, Lembaga pemerintahan Desa,
Jumlah Aparatur Desa

Pemerintah Desa Pembatang mempunyai Visi yaitu Bersatu Mmebangun

Memiliki Misi yaitu

",

judkan Desa

S Yol

perangkat-f n k IS ’ z sesuai dengan
abatan dan kew Jan yang te * ﬁﬁ‘ jelasnya dapat
dilihat pad ' entang stru or Desa atang.
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BPD

KEPALA DESA
JARMAN IDRIS

ASWAR ANAS

Sumber Data:

Gambar 11.1

Struktur Organisasi Desa Pembatang

RPJM Desa Pembatang 2021
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Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa : "

1. Kepala Desa

a. Kedudukan Kepala Desa

rancangan peraturan desa

mengenai APBDesa untuk dibahas bersama BPD.

5. Membina kehidupan bermasyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

7 Profil Desa Pembatang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2021, him.10
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8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

e. Fungsi Kepala Desa

1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan

hakasal usul desa.
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3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

4. Pelaksanaan tugas pembaharuan.

menginformas )Ora S desa kepada
masyrakat.

2. Sek

kepala urusan.
b. Tugas Sekretaris Desa
Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam
penyelenggaraan admunistrasi pemerintahan desa.
c. Fungsi Sekretaris Desa

1. Pelaksanaan pelayanan administrasri pemerintahan desa.
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6.

Pelaksanaan urusan keuangan desa.

Pelaksanaan urusan perencanaan.

Pelaksanaan urusan tata usaha.

Pembinaan social politik.

c. Fungsi Kaur Pemerintahan

1.

2.

&

Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa.

Pelaksanaan administrasi kependudukan.

. Pelaksanaan administrasri pertanahan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan social politik.
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5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
4. Kaur Umum

a. Kedudukan kaur umum adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan

“‘%

‘Jl
keF

L
-,
»)
>
c
Iy
28
=~
[
=3
m
=
I
5

LS E)

p Tuhan Yang

, {‘@\!

Pembinaan dibidang pemuda dan olahraga serta pemberdayaan
perempuan.
7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
5. Kaur Pembangunan
a. Kedudukan kaur pembangunan adalah unsur pelaksanaan teknis

lapangan yang membantu tugas kepala desa dalam bidang
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pembangunan. Kaur pemangunan berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala desa.

b. Tugas kaur pembangunan merencanakan, melaksanakan, monitoring

D embangunan sarana

Eﬁ\“ .9“‘ dan sumber
bl

adalah wakil dari masyarakat desa terkait berdasarkan keterwakilan wilayah yang
ditetapkan secara musyawarah dan mufakat atau pemilihan. Masa jabatan angota
BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali
masa jabatan berikutnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan.
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Status Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Adanya Akta Jual Beli

Pembatang
or tersebut

sa, dan Badan

gingi
kan dihadapan

kan jual beli

bermasalah maka pihak pembeli dan penjual akan menyelesaikan dengan cara

musyawarah dan penjual bersedia bertanggung jawab dan siap dituntut dimuka

persidangan baik secara perdata ataupun pidana”.®*

8 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa
Pembatang, 1 Mei 2022, 09.14 WIB
8 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa
Pembatang, 1 Mei 2022, 09.14 WIB



Masyarakat desa Pembatang saat melakukan jual beli hanya dengan bukti
kwintansi, saat si pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan dan
disepakati maka si penjual menyerahkan alas hak tanh tersebut baik alas berupa
SKT ataupun Sertifikat tergantung yang mereka punyai alas.hak dari tanah tanah
tersebut. Pengertian kwintansi adalah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang
yang ditandatangani oleh penerima lalu diserahkan kepada yang membayar dan
dapat digunakan sebagal bukti transaksi. Surat bukti yang menyatakan telah
terjadinya penyerahan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual dan
ditandatangani_oleh penjual sejumlah uang yang. ditulis pada surat tersebut.
Kwintansi dilengkapi dengan keterangan tempat, tanggal dan alasan penyerahan
sejumlah uang tersebut biasanya untuk memperkuat tanda bukti transaksi pada
kwintansi akan ditempelkan materai sebesar yang sudah ditentukan oleh undang-
undang perpajakan.®

Jumlah masyarakat Desa Pembatang yang pernah melakukan jual beli
dibawah tangan dari responden berjumlah 20 KK. Tingkat pernah melakukan
lebih banyak daripada tidak pernah yaitu berjumlah 15 dan tidak pernah berjumlah
5. Hal ini berarti banyak masyarakat Desa.Pembatang yang melakukan jual beli
dibawah tangan masih menggunakan dengan konsep terang, tunai dan riil seperti
hukum adat atau hanya di hadapan kepala desa dibandingkan dihadapan pejabat

dengan akta jual beli.?®

8 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa

Pembatang, 1 Mei 2022, 09.14 WIB
8 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa
Pembatang, 1 Mei 2022, 09.14 WIB
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Tingkat atas hak yang dimiliki lebih banyak SKT dibanding sertifikat.
Padahal sertifikat menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang

beraneka ragam sas lakukan wa ara. Kepala I embatang atas hal

sudah tertera

kerap kalinya melakukan kegiatan jual beli tanah hanya dihadapan kepala desa
tidak dihadapan PPAT, berdasarkan wawancara bersama masyarakat desa
Pembatang yaitu dikarenakan masyarakat desa Pembatang menilai bahwa jual beli

yang dilakukan cukup dihadapan kepala desa itu lebih jauh lebih mudah dan tidak

® Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa
Pembatang, 1 Mei 2022, 09.14 WIB
% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa
Pembatang, 1 Mei 2022, 09.14 WIB
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memerlukan biaya yang besar seperti halnya jual beli yang dilakukan dihadapan
PPAT.®

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Pembatang
dilakukan menurut hukum  adat,. dimana jual-beli dalampelaksanaannya yang
hanya dilakukan dihadapan kepala desa sajayang bersifat tunai, riil dan terang.®’

b. Pemerintah Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi

Faktor pelaksanaan jual beli tanah tanpa akta jual beli dari pemerintah desa
Berdasarkan wawancara bersama kepala Desa Pembatang bapak Jarman Idris
masyarakat memang lebih banyak melakukan jual beli dibawah tangan sendiri,
kadang jual beli tersebut dilakukan sudah lama, barulah jika ingin menaikan alas
hak, misalnya~dari SKT menjadi SKGR tentu membutuhkan tanda tangan
Aparatur Desa, maka para pihak akan mendatangi kepala desa.”®

Kemudian pihak desa akan memberikan dokumen® SKT/SKGR serta
perjanjian-perjanjian jual beli yang dianggap perlu dan dibubuhi matrai serta
setempel dan yang paling utama adalah para pihak sepakat, sebenarnya perjanjian
jual beli dihadapan kepala desa ini hanya sebagai saksi bahwa ada perwakilan dari
Negara yang mewakili telah terjadi peralihan hak antara penjual dan pembeli.?®

Pada saat melakukan wawancara peneliti menanyakan apakah pihak desa

memberi himbauan agar melakukan jual beli di hadapan pejabat PPAT yang

% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa

Pembatang, 1 Mei 2022, 09.14 WIB

8 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa
Pembatang, 1 Mei 2022, 09.14 WIB

8 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
15 April 2022, 16:00 WIB

8 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
15 April 2022, 16:00 WIB
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berwenang agar jual beli tersebut memenuhi syarat formil, maka kepala desa
mengatakan itu adalah hak para pihak, karena sebagaimana kita ketahui biaya

untuk jual beli dihadapan PPAT sangatlah mahal, pihak desa hanya dapat

ua masyarakat
desa menge tidak sampai.

Tidak adanya g it membe sosialisa uhan secara turun

jika SKT maka dilakuk 1 kepe i_jika sertifikat dihadapan

PPAT/notaris.

wawancara bersama Kepala Desa Pembatang bapak Jarman Idris yaitu sebagai
berikut :
a. Cara pertama pihak penjual yang memiliki tanah dan pihak pembeli cukup

bersepakat atas harga tanah yang dijual, kemudian penjual memberikan

% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
15 April 2022, 16:00 WIB
%! Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
15 April 2022, 16:00 WIB
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uang kepada pembeli setelah dilakukan transaksi pihak pembeli dapat

langsung menggarap tanah tersebut biasanya cara ini dilakukan oleh orang

yang sudah saling kenal. Jika ada alas haknya maka alas haknya tersebut

Tapi pihak desa berkewajiban menandatangani dan mengetahui telah ada
perpindahan hak dari penjual dan pembeli tanah karena nantinya kepengurusan

surat awal tanah seperti surat riwayat yanah, surat keterangan ganti kerugian, surat

%2 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
15 April 2022, 16:00 WIB
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ukur, akan dikeluarkan oleh pihak desa ini juga merupakan langkah awal untuk

memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah di BPN.”

Dilihat dari faktor. pemerintah desa Pembatang berdasarkan wawancara

yaitu kareane alnya ya 3 a masyarakat
melakukan han aC '_ 253 sepakat harga

saja.

sampal, tidak adanya pihak yang te memeberikan sosialisasi penyuluhan

secara langsung ke desa Pembatang.

c. Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi
Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kantor

Pertanahan Nasional bapak Turmudi, S.Sit, M,H, status tanah yang berada di

% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
15 April 2022, 16:00 WIB
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wilayah desa Pembatang sebagian sudah ada yang terdaftar dan sebagian belum
ada yang terdaftar, untuk proses pendaftaran sendiri sebenarnya mudah dan biaya
murah, menurut hasil wawancara bersama kepala pertanahan Kuantan Singingi
ternyata perjanjian  jual beli yang. tidak di_hadapan PPAT.bisa dijadikan syarat
untuk pendaftaran sepanjang perjanjian tersebut dibubuhi matrai dan tandatangan,
perjanjian tersebut tidak mengandung:cacat hukum dan disaksikan oleh pejabat
Negara minimal kepala desa, hal ini memang bertentangan dengan PP No 24
Tahun 1997.>

Tetapi BPN mempunyai kebijakan sendiri melihat tidak semua masyarakat
mampu untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT tetapi proses tersebut dapat
dilakukan dengan cara BPN turun kelapangan untuk mengecek kebenaran tanah
tersebut, seperti batas-batas dan luas, serta kepemilikan aslinya. dalam hal ini
kementrian agrarian dan tata-ruang/badan pertanahan sudah melakukan sosialisasi
terkait proses pendaftaran tanah serta hal-hal yang perlu diketahui oleh
masyarakat terkait hak atas tanah, baik melalui sosial media atau program
strategis/pendaftaran tanah sistematis lengkap.”

Dilihat dari penyuluhan sesialisasi langsung pihak BPN mereka beralasan
untuk mengadakan penyuluhan langsung ke desa-desa mengenai pentingnya
peralihan hak yang sah dimata hukum memerlukan biaya akomodadi yang besar

dan BPN tidak punya alokasi dana khusus dari pemerintah, dan untuk program

** Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, 20 April 14:00 WIB
% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, 20 April 14:00 WIB
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PTSL itu hanya daerah yang ditunjuklah yang akan didatangi langsung oleh pihak
BPN.*

Tanah yang dilakukan dengan cara jual beli dibawah tangan tidak bisa
mendapat perlindungan hukum,sesuai dengan-Pasal 37 PP.No 24 Tahun 1997,
untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum yang penuh, maka masyarakat
harus segera mendaftarkan tanah nya atau melakukan proses balik nama atau
peralihan hak, untuk dapat melakukan peralihan hak, Sseseorang harus memenuhi
syarat adanyaakta jual beli yang dilakukan oleh PPAT."’

Dilihat dari Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi, Desa
Pembatang merupakan desa yang sudah cukup lama kondisi seperti itu
menyebabkan banyak tanah- tanah yang belum di daftarkan atau jual beli dan alas
hak nya belum sempurna, pemerintah Negara Indonesia mempunyai program
untuk pendaftaran tanah secara serentak atau sistematik.Pendaftaran secara
sistematik dilakukan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah
yang belum didaftar dalam satu wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran
secara sistematik ini dilakukan berdasarkan inisiatif dari pemerintah. Tapi sistim
ini ternyata belum pernah dilakukan oleh aparat desa.*

Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Pembatang secara dibawah
tangan atau masih menganut hukum adat pada masa sekarang ini menandakan

tidak terpenuhinya penegakan Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1950

% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, 20 April 14:00 WIB
%" Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, 20 April 14:00 WIB
% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, 20 April 14:00 WIB
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dan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, padahal untuk
mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum bagi pemegang tanah, seseorang

harus mengikuti ketentuan hukum tersebut. Faktor Penyebab Undang-undang

Ka yang dapat
berdedikasi ting S| S A 1 ).demikian seorang
aparat penegak  akan dap an . kewenangannya
sebagai seo
Dari tingka

a. Kepa

tanggal 12 Juni am pertimbangan hukumnya
menyebutkan bahwa jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan
secara riil dan tunai serta diketahui oleh kepala desa. Berdasarkan
wawancara bersama kepala Desa Pembatang bapak Jarman Idris

masyarakat memang lebih banyak melakukan jual beli dibawah tangan

% Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007,
HIm 30.

100 5pejono Soekanto, Op.Cit him 34
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sendiri, kadang jual beli tersebut dilakukan sudah lama, barulah jika ingin
menaikan alas hak, misalnya dari SKT menjadi SKGR tentu membutuhkan

tanda tangan Aparatur Desa, maka para pihak akan mendatangi kepala

hak sepakat,
anya sebagai

i telah terjadi

Desa Pembatang merupakan desa yang sudah cukup lama dan daerah
transmigrasi, kondisi seperti itu menyebabkan banyak tanah- tanah yang
belum di daftarkan atau jual beli dan alas hak nya belum sempurna,
pemerintah Negara Indonesia mempunyai program untuk pendaftaran

tanah secara serentak atau sistematik. Pendaftaran secara sistematik

'%! Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,

14 Januari 2022, 11.00 WIB
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dilakukan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah yang
belum didaftar dalam satu wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran

secara sistematik ini dilakukan berdasarkan inisiatif dari pemerintah.’®

b.
wah tangan
ut, baik SKT
tanda tangan
a desa sebagai
c.

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”.*

102 Budi Harsono, Op.Cit. HIm 15

' peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 24
104 peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2
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Berdasarkan Pasal 5 PP No. 37 Tahun 1998 dapat penulis jelaskan bahwa
wilayahkerja PPAT adalah satu wilayah kerja kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk wilayah kerja PPAT Sementara dan

pakan bukti

), hanya dapat
PPAT yang

dangan yang

atau pemecahan atau karena waris.

Kesulitan proses yang dihadapi yaitu ketika para pihak yang terdahulu
sudah tidak ada, misalnya tanah itu sudah berada di kepemilikan tangan ke
3 atau ke 4 sedangkan alas hak masih atas nama pihak pertama, adapula

yang mengurus hanya bermodal kwitansi dan surat keterangan dari lurah

105 pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

198 pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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tanpa adanya SKGR otomatis itu terlebih dahulu harus di naikan alas hak
nya, atau ada kondisi dimana biasanya terjadi sengketa dengan pihak lain

barulah para pihak mendatangi untuk dicarikan solusi mengenai alas hak

egang yang
permohonan

engurusan ahli

sedikit pula kwitansi yang menjadi bukti tersebut hilang karena sudah
terlalu lama disimpan sehingga tidak tahu lagi keberadaannya.

Selain kwitansi bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah setipikat yang
masih atas nama pemilik yang lama (penjual), hal tersebut sering
menimbulkan masalah dalam proses hendak akan dilakukan balik nama,

seperti pihak penjual telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi
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berdomisili dimana, dan bisa juga penjual beritikad buruk menyatakan
sertipikat atas namanya telah hilang dan dimohonkan sertipikat pengganti

dengan alasan setipikat yang lama telah hilang, sehingga sertipikat pada

Pertanahan

yang bidang

2L

nahan adalah

AnvALY

kepala pertanahan Kuantan Singingi ternyata perjanjian jual beli yang
tidak di hadapan PPAT bisa dijadikan syarat untuk pendaftaran sepanjang
perjanjian tersebut dibubuhi matrai dan tandatangan, perjanjian tersebut

tidak mengandung cacat hukum dan disaksikan oleh pejabat Negara

107

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 22
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minimal kepala desa, hal ini memang bertentangan dengan PP No 24
Tahun 19971

Tetapi BPN mempunyai kebijakan sendiri melihat tidak semua masyarakat

dengan aturan yang berlaku.’
Masyarakat desa Pembatang kerap sekali melakukan jual beli di bawah

tangan, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti bahkan lebih banyak

% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, 20 April 14:00 WIB
199 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, 20 April 14:00 WIB

19 5perjono Soekanto, op.cit, h. 57.
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masyarakat yang melakukan jual beli dibawah tangan dari pada di hadapan
PPAT alasannya yaitu lebih mudah dan simple, alasan lain yaitu karena

mahalnya biaya pembuatan tersebut, jadi cukup dihadapan kepala desa

sahnya perj
1. Sepakat
2. Kecakapa

3. Suatu hal

Subjektif dari perjanjian adalah “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”,
kecakapan disini yang dimaksud yaitu telah genap berusia dua puluh satu tahun
berdasar pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dewasa

adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih

"' Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat Desa

Pembatang, 14 Januari 2022, 11.00 WIB
2 pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

68



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dahulu telah kawin, sedangkan yang dimaksud tidak cakap yaitu berdasar pada

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Orang-orang belum dewasa.

membuat |

berkepenti

dibedakan

=

‘%\f\»ﬁ\“‘i\“ﬁ‘

2NN
= wa"

selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak
meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang

memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

'3 pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
e Bung Pokrol, Batalnya Suatu Perjanjian. Diakses dari
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13520. pada tanggal 05-Maret-2022
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f. Dilihat Dari Sarana dan Prasarana
Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum

akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud,

dalam

penyuluhan langsung ke desa-desa mengenai penting nya peralihak hak
yang sah dimata hukum memerlukan biaya akomodasi yang besar, dan

BPN tidak mempunyai alokasi dana khsus dari pemerintah.**’

1> 5perjono Soekanto, op.cit, h. 37

118 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
14 Januari 2022, 11.00 WIB

Y7 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, 20 April 14:00 WIB
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Setelah melakukan penelitian dlapangan yaitu di Desa Pembatang dengan
data-data yang ada maka berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa

Pembatang bapak Jarman Idris sebagai masyarakat Desa Pembatang ada yang hak

pembeli cukup

al memberikan

b. Cara kedua dilakukan secara secara lisan jual beli tersebut dengan
menggunakan hanya kwintansi saja tanpa perjanjian jual beli.

c. Cara ketiga, transaksi jual beli tanah dilakukan dihadapan kepala desa.
Disini pihak penjual dan pembeli sepakat dengan harga tanah yang akan

djual dan mereka menghadap kepala desa untuk melakukan jual beli

'8 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,

14 Januari 2022, 11.00 WIB
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setelah waktu dan hari ditentukan oleh kepala desa maka kepala desa dan
jajaran melakukan pengukuran batas-batas tanah untuk disesuaikan

didalam surat kepemilikan. Kemudian kepala desa membuat surat

haknya bertahu sel : eli'dibawah tangan
terlambat d
ak Jarman Idris
halnya PPAT.

etahui telah ada

Berdasarkan 2 3 a yan ah peneliti  lakukan  kepada
masyarakat sebanyak 20 di desa Pembatang maka tingkat terjadinya jual beli

dibawah tangan adalah sebagai berikut :

% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,

14 Januari 2022, 11.00 WIB
2% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,
14 Januari 2022, 11.00 WIB
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Tabel 111. 1

Jual Beli Dibawah Tangan

No Jual Beli Dibawah Tangan Jumlah Persentase

75%

masyarakat Desg : ' : tangan masih
menggunakan e K : er um adat atau hanya

akta jual beli.

No Alas Persentase
Masyarakat

1 Sertifikat 3 15%

2 SKT 17 85%

Data Olahan : Tahun 2022
Berdasarkan hasil wawancara tingkat atas hak yang dimiliki lebih banyak

SKT dibanding sertifikat. Padahal sertifikat menurut Peraturan Pemerintah No 24
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Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 sertifikat merupakan surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data

fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data

dan buku tanah hak

-

1.

ANy

sejumlah uang yang telah ditentukan dan disepakati maka si penjual menyerahkan
alas hak tanh tersebut baik alas berupa SKT ataupun Sertifikat tergantung yang
mereka punyai alas hak dari tanah tanah tersebut. Pengertian kwintansi adalah
suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima
lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti

transaksi. Surat bukti yang menyatakan telah terjadinya penyerahan sejumlah

uang dari pembeli kepada penjual dan ditandatangani oleh penjual sejumlah
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uang yang ditulis pada surat tersebut. Kwintansi dilengkapi dengan keterangan

tempat, tanggal dan alasan penyerahan sejumlah uang tersebut biasanya untuk

memperkuat tanda bukti transaksi pada kwintansi akan ditempelkan materai

121 https://www.scribd.com/document/348018829/Inilah-Pengertian-Kwitansi-Dan-Fungsinya

diakses 8 Jabuarir 2022 Pukul 05:00 WIB
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Tabel 111. V
Pendaftaran di BPN

No Pendafataran Hak Alas Hak di | Jumlah Persentase
L <>

<
2 Belum

Data Ol

didaftarkan

waavh

Kepala Des sebut ada yang

status hakn ang-undang dan
legalitasnya didaftarkan di
BPN masih St api : S ang atau sudah

ada peralihan

No

Persentase

Pejabat

1 | Kepala Desa 20 100%

Data Olahan : Tahun 2022
Berdasarkan hasil wawancara maka masyarakat desa Pembatang banyak
yang melakukan jual beli dibawah tangan dihadapan kepala desa daripada

dihadapan PPAT. Perjanjian antara kedua belah pihak ataupun dihadapan
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kepala desa tapi tidak di hadapan PPAT disebut juga akta dibawah tangan,
akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh
para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Dengan kata lain akta dibawah
tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak-pihak sebagai alat bukti,
tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.*?

Suatu akta yang dibuat- dibawah: tangan baru mempunyai kekuatan
terhadap pihak ketiga™ antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan yang
bertanggal dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-
undang sebagaimana diatur dalam pasal 1874 dan pasal 1880 KUHPerdata.***

Kepala desa dalam hal ini seseuai dengan mengenai ikut sertanya kepala
desa dalam jual beli ha katas tanah, mahkamah agung dalam yurisprudensinya
tanggal 13 desember 1958 No 4 menyatakan bahwa ternyata ikut sertanya kepala
desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh hukum adat, hanya percampuran
kepala desa atau kesaksian kepala desa itu merupakan. factor yang lebih
menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli ha katas tanah adalah sah.dalam
putusan mahkamah agung tanggal 12 juni 1975 Nemer 952 dalam pertimbangan
hukumnya menyebutkan bahwa. jual. beli.menurut hukum adat sah apabila
dilakukan secara riil dan tunai serta diketahui oleh kepala desa.***

Pengertian jual beli ha katas tanah setelah diundangkannya UUPA

merupakan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya yang

bersifat tunai dan selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UUPA

122 victor M Situmorang dan Cormentyna sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2000, HIm 50

123 pasal 1874 dan Pasal 1880 Kitab Unadang-Undang Hukum Perdata
124 pytusan Mahkamah Agung Tanggal 12 Juni 1975 No/952/k/sip/1975
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yaitu PP no 24 tahun 1997 yang menentukan bahwa jual beli ha katas tanah harus
dibuktikan dengan suatu akta akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT,

sebagimana dinyatakan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997.*%

pberlakunya

. suatu akta

PPAT tetapi hanya an b [ : Desa/Kepala

Pembatang ﬂf ~ -"-I' im adat ya am [ anaannya hanya
dilakukan di hadapan kepala desa yang bersifat tunz .terang, Jual beli

tersebut tetap sah wals . ah Nomor 10

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kuantan Singingi bapak Turmudi, S.Sit, M.H bahwa tanah yang dilakukan
dengan cara jual beli dibawah tangan tidak bisa mendapat perlindungan hukum
sesuai dengan Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 yang berbunyi “peralihan hak

atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar

125 pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
126 pasal 24 Ayat 1 Huruf F Peraturan Pemerntah Nomor 24 Tahun 1997
127 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan
hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku” untuk
mendapatkan suatu perlindungan. hukum yang-penuh, maka masyarakat harus
segera imendaftarkan tanah nya atau melakukan proses balik nama atau
peralihan hak, untuk dapat,melakukan peralihan hak, seseorang harus
memenuhi syarat adanya akta jual beli yang dilakukan cleh PPAT.*#®

Peneliti juga mewawancarai PPAT yang wilayah hukumnya di daerah
Kuantan Singingi yaitu PPAT tentang kondisi jual-beli di bawah tangan yang
dilakukan masyarakat Desa Pembatang, menurut nya_ jual beli dibawah tangan
tanpa dihadapan pejabat yang berwenang sangat beresiko apabila nantinya terjadi
sengketa akta di bawah tangan tetap bisa jadi alat bukti namun kekuatan
pembuktianya lemah dan belum sempurna, kecuali surat di bawah tangan tersebut
diakui kebenarannya oleh pihak “lawan”, selain untuk perlindungan hukum, jual
beli dibawah tangan juga sebagai syarat dilakukan nya pendaftaran seperti halnya
yang tertuang didalam pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi:

”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui
jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

128 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang,

14 Januari 2022, 11.00 WIB
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Hal ini juga diperkuat dengan pasal 2 ayat (1) PP No. 37 tahun 1998

tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPPAT) yang berbunyi sebagali

berikut:

Kepala Desa, itu dapat juga dilakukan sebagai perlindungan hukum oleh Negara
tetapi tidak penuh, karena SKT sebenarnya hanyalah bagian dari syarat Formil
persyaratan untuk pendaftaran tanah dan diterbitkan alas hak baru yang lebih
kuat yaitu sertifikat, Kewenangan lurah/kepala desa juga diatur di dalam

ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf b angka 1 dan angka 2 disebutkan bahwa

129 pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
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Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2. Surat keterangan-yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum besertipikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan
dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.**

Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat
yang berupa surat keterangan tanah/surat keterangan penguasaan tanah yang
diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat
berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak
yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah,
oleh karena itu apabila terjadi.kesalahan. atau adanya cacat hukum dalam
penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat
yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.**!

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat
Keterangan Penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan

yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat

139 pasal 39 Ayat 1 Huruf B Angka 1 dan Angka 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997
131 pasal 7 Ayat 2 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak

atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan

permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-

anah, maka
akan hukum

okok Agraria,

o
I
lah
v
&op'
o
'
hut

penyerahan tanah Qa
pada saat itu juga menyeral ‘
Undang-undang Pokok Agraria telah mengatur permasalahan peralihan
hak tanah atau jual beli tentang tata cara nya, tetapi sebagian masyarakat masih
menganut sistem hukum adat dengan konsep tunai, terang dan riil, seperti
halnya yang terjadi di desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi yang

masih marak terjadi, Masyarakat desa masih menggunakan jual beli tanah

132 Boedi Harsono, 2003, him 23
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dibawah tangan, tanpa di hadapan pejabat yang berwenang.

Jual beli dibawah tangan adalah suatu peralihan hak atas tanah yang

dilakukan melalui suatu perjanjian jual beli secara adat yang dilakukan dibawah

didalam nya

maka pada )/ : ; rian nasional,

dengan berla nasio aka pada saat i gala peraturan
yang berlaku
1. Agraris

3. Buku Ke ang mengenai bumi serta
kekayaan Alam yang terkandung didalam nya kecuali Hepoteek

Dengan demikian hukum agraria yang baru itu dipakai sebagai dasar
hukum bagi negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya,

sehingga semua tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hukum Agraria yang baru ini

33 Ibid
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bersifat nasional baik dari segi materil maupun dari segi formal. Mengenai segi
formal, hukum agrarian nasional dibuat oleh pembentuk undang- undang
nasional, dibuat di Indonesia dan disusun pula dengan bahasa Indonesia.
Sedangkan ‘dari segi materiilnya; hukum agraria yang baru itu bersifat nasional
yakni berkenaan dengan tujuan, asas-asasnya dan isinya. Hukum agraria baru
itu, sesual dengan kepribadian <bangsa Indonesia dan sesuai dengan tingkat
pengetahuan bangsa Indonesia.

Mengenai transaksi jual-beli tanah, UUPA tidak menegaskan secara
terinci mengenai sistem mana yang dipakai, apakah menganut sistem konkret
atau tunai seperti yang diterapkan dalam hukum adat, ataukah sistem
konsensual seperti yang diterapkan dalam hukum barat, tidak dijelaskan secara
pasti, ketidaktegasan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 UUPA yang masih
mengakui hukum adat dalam_kaitannya dengan bumi,air dan ruang angkasa,
sedangkan di pihak lain UUPA menentukan, bahwa setiap perjanjian jual-beli
tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, pada halnya pejabat yang
dimaksudkan itu adalah pejabat yang tidak dikenal dalam hukum adat.

Jika ketentuan Pasal 5 UUPA dihubungkan dengan Pasal 26 UUPA Jo
Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 maka akan menimbulkan berbagai penafsiran
yang berbeda-beda, Menurut Boedi Harsono, S.H., bahwa peralihan hak atas tanah
kepada pembeli didasarkan pada Pasal 5 UUPA adalah hukum adat. Sehingga
ditafsirkan sebagai hukum adat yang sistemnya masih konkret atau tunai (kontan).

Berpatokan pada tunai maka peralihan hak atas tanah di Kantor pendaftaran tanah
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merupakan persyaratan administratif belaka.™*

Don. Patty, berpendapat lain daripada pendapat Boedi Harsono, bahwa

bilamana peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan administrasi belaka

menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

13% Boedi Harsono, UUPA, Sejarah Peny usunan dan Pelaksanaan Hukum Agraria, bagian

pertama, jilid kedua, Jambatan, Jakarta, 2002 ,him 198.

135 Donatus Patty, Macam-macam Hak Atas Tanah di dalam Undang-undang Pokok Agraria,
bagian 11, CV. Kasih, Kupang 1999, HIm. 21.
1% Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 26
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2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak

langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang

. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara
dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan

37 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 19
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dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-

biaya tersebut

h di atur didalam

tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar
kebenarannya dianggap cukup untuk men-daftar pemindahan hak yang

bersangkutan.

Dalam Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

138

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 37
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1. Pembuatan akta sebagaimana dimkasud dalam pasal 37 ayat 1 dihadiri
oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat

surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang

bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan
dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum
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yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk

bertindak demikian; atau

4 i dasar suatu surat

m \,M“‘ .0 an hukum

1 Selambat-lambatnya j kerja sejak tanggal

ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah

disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
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para pihak yang bersang-kutan.

Pasal-pasal diatas merupakan penjelasan tentang tata cara peralihan hak

menurut Undang-undang Pokok Agraria, sedangkan peralihan hak di Desa

harus di daftarkan, peralihan hak harus di buat di hadapan pejabat
pembuat akta tanah, peralihan hak harus dibuat suatu akte, untuk
peralihan hak pertamakalinya, maka pemegang hak harus menyerahkan
bukti-bukti dasar seperti keterangan pemilikan yang di perkuat oleh
kepala desa.

Sedangkan Masyarakat Desa Pembatang melakukan peralihan hak jual
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beli tidak di hadapan PPAT, melainkan hanya di hadapan dua orang saksi
dan Kepala Desa, untuk masyarakat yang bukti surat nya hanya sampai

pada Surat Keterangan Hak Milik proses tersebut banyak yang tidak

tanah  sepadan

Surat yang di terbitkan oleh kepala desa tersebut bukan merupakan alas
hak dengan pembuktian kuat, sifatnya hanya bagian administrasi syarat
pelengkap untuk dilanjutkan peningkatan hak kepada sertifikat hak milik
yang disebut Undang- undang sebagai alas hak yang sah yang mempunyai

kekuatan hukum.

2. Jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa
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Pembatang pada dasarnya adalah “SAH” jika di kaji menurut

KUHperdata Pasal 1457 KUHPerdata,karena jual beli adalah suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

syarakat Desa

membayarkan

sah.
Oleh karena itu karena objek jual beli nya adalah tanah maka suatu
transaksi jual beli tanah dikatakan sah menurut UUPA harus memenubhi
syarat materiil dan syarat formal, syarat materil nya adalah menyerahkan

uang dan salah satu pihak menyerahkan alas hak, sedangkan syarat

139 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung 2010, him. 243
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formal nya perbuatan itu harus dilakukan di hadapan pejabat yang
berwenang dan dibuatkan akte jual beli oleh pejabat tersebut yaitu PPAT.
Sehingga apabila transaksi jual beli tanah nya dilakukan di hadapan orang
atau pejabatwyang bukan PPAT ataupun.hanya diketahui oleh kedua belah
pihak adalah tidak sah, dan transaksi jual beli inilah yang disebut “jual
beli tanah di bawah tangan'’i 'Perbuatan,mana tidak mempunyai akibat
hukum bila disengketakan, karena tidak memenuhi syarat formal.

Jual belidibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pembatang
masih menganut hukum adat dengan prinsip. terang tunai dan rill, terang
dilakukan di hadapan kepala desa, pembayaran dilakukan secara tunai
dan pelaksanaannya rill atau nyata, menurut para ahli seperti Boedi
Harsono di dalam UUPA bahwa jual beli secara hukum adat di akui dan
tersirat didalam Pasal~5 UUPA sehingga 'meskipun jual beli tanah di
lakukan di bawah tangan tetap mendapat perlindungan seperti yang
dilakukan oleh Masyarakat Desa Pembatang di hadapan kepala desa.
Tetapi ini hanya sebagai langkah awal, karena masih ada tahapan proses
yang harus di lalui, jual beli dibawah.tangan dengan di terbitkan SKT
atau perjanjian jual beli di bawah tangan disebut akta di bawah tangan,
jika nantinya terdapat sengketa antara kedua belah pihak kekuatan
pembuktiannya terletak jika kedua belah pihak mengakui telah terjadi jual
beli dan tetunya memerlukan alat bukti tambahan atau yang laiinnya
untuk memperkuat pembuktian karena hal inilah akta jual beli dibawah

tangan disebut dengan bukti tertulis permulaan, tetapi lain halnya jika
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jual beli di lakukan di hadapan PPAT dan dilakukan peningkatan alas
hak atau pendaftaran, kekuatan pembuktian nya sempurna dan secara

penuh di lindunggi oleh Undang-undang karena dalam proses jual beli di

at untuk memenuhi
tersebut

dak dapat

dan proses
kan langkah
anah hal ini
, agar Desa

tanah nya

b. Jika pihak-pihak jual beli pada waktu itu khususnya penjual sudah
meninggal, maka dapat melakukan penetapan pengadilan dengan
membawa bukti-bukti penjualan pada masa itu.

c. Masyarakat Desa Pembatang harus melengkapi syarat-syarat untuk
segera didaftarkan kepemilikan hak nya di BPN sesuai dengan

ketentuan- ketentuan yang diatur didalam PP No 24 Tahun 1997
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tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah

yaitu untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian hukum

visa dilepaskan dari

l.%.

mendapatk

dan Badan P

a. Masyarakat desa Pembatang atau penjual dan pembeli harus melakukan
kembali jual beli dihadapan Kepala Desa atau dibawah tangan dan
ulangi prosesnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris.

b. Jika pihak-pihak pada waktu itu khususnya penjual atau pembeli sudah
meninggal, maka dapat melakukan penetapan pengadilan dengan

membawa bukti-bukti penjualan atau pembelian pada waktu itu.
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Masyarakat desa Pembatang atau penjual dan pembeli harus melengkapi
syarat-syarat untuk segera didaftarkan kepemilikan haknya di Badan Pertanahan
Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam PP No 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.'*

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat desa Pembatang tentang
proses penyelesaian yang dapat dilakukan:oleh, kedua belah pihak yaitu antara
penjual dan pembeli jika kelak tana yang telah disepakati bersengketa yaitu jual
beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Pembatang yaitu dengan saling
percaya. Maka dari konsep tersebut sudah ada mencantumkan beberapa klausula
yang pada intinya menekankan pada kalimat jika tanah tidak bersengketa lalau
kemudian hari-tanah bersengketa maka pihak pembeli dan penjual akan
menyelesaikan dengan cara musyawarah dan penjual bersedia bertanggung
jawab dan siap dituntut dimuka persidangan, baik secara perdata maupun
pidana.***

b. Penyelesaian jual beli agar mendapatkan kepastian hukum dilihat dari

sisi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
Berdasarkan wawancara bersama Kepala.Badan Pertanahan Nasional yaitu
upaya yang harus dilakukan oleh masyarakar desa Pembatang yang melakukan
jual beli tidak dihadapan PPAT agar mendapatkan kepastian hukum jika kelak

tanah yang diperjual belikan tersebut bersengketa.**?

% Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa

Pembatang, 9 Mei 2022, pukul 16:30 WIB

! Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa
Pembatang, 9 Mei 2022, pukul 16:30 WIB

2 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan
Pertanahan Nasional Kuantan Singingi, 30 Mei 2022,pukul 14:00 WIB
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Agar masyarakat desa Pembatang mendapat perlindungan hukum
terhadap tanahnya secara penuh maka yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Masyarakat desa Pembatang harus melakukan kembali jual beli dibawah
tangan dan-ulangi lagi prosesnya dihadapan PPAT.

2. Jika pihak-pihak jual beli pada waktu itu khususnya penjual sudah
meninggal, maka dapat: ‘melakukan; penetapan pengadilan dengan
membawa bukti-bukti penjualan pada masa itu.

3. Masyarakat desa Pembatang harus melengkapi Syarat-Syarat untuk
segera didaftarkan kepemilikan haknya di BPN dengan ketentuan yang
diatur di dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.**
Jual beli"yang dilakukan masyarakat Desa Pembatang secara dibawah

tangan atau masih menganut hukum adat pada masa sekarang ini
menandakan tidak terpenuhinya penegakan Undang-undang Pokok Agraria
No 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Padahal untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum bagi pemegang
tanah seseorang harus mengikuti ketentuan hukum tersebut.'**

Pokok-pokok pikiran yang  tercantum di dalam pasal 33 menekankan
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah
karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia, merupakan
pokok-pokok kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh Negara dan ditujukan
untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Bertitik tolak

dari pasal tersebut di aats, maka jelaslah bahwa Negara diangggap bukan

3 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan

Pertanahan Nasional Kuantan Singingi, 30 Mei 2022,pukul 14:00 WIB
%4 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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bukan sebagai pemilik tanah dalam suatu wilayah Negara, tetapi kewenangan
Negara untuk menguasai tanah tersebut semata-mata kepentingan masyarakat
banyak.'*®

Berdasarkan peraturan.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertannahan ~ Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian - Kasus PertanahanT ‘diperoleh, bentuk penyelesaian. Kasus
pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan
kepada kementrian agrarian dan tata ruang (kementrian ATR)/Badan Pertanahan
Nasional (BPN), kantor wilayah pertanahan nasional (Kanwil BPN), kantor
pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penangangan dan
penyelesaian sesuai dengan ketentuan pertauran perundan-undangan.*°

Perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 11338 KUHPerdata), yang
mengandung pengertian bahwa perjanjian yang mereka buat itu mempunyai
kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang.**’

Dengan asas ini, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diberi
kebebasan untuk membuat isi._perjanjian. sesuai dengan kebutuhan dan
keinginannva. Hal ini maksudnya undang-undang yang mengatur tentang
hukum perjanjian, tidak mencampuri pokok-pokok atau syarat-syarat yang akan
menjadi kesepakatan para pihak. Seberapa luas dan lama suatu pejanjian adalah

murni berdasarkan keinginan para pihak. Dengan demikian berarti isi perjanjian

145

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

147 pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

146
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yang dibuat itu harus dilaksanakan seperti halnya mereka melaksanakan

undang-undang, yang mana jika salah satu pihak mengingkarinya, maka dapat

dikenakan sanksi sesuai undang-undang.**®

empunyai
an undang-
undang tida . Sebaliknya
yang dimaksud an ke _- aki -_ yai kekuatan
tetap ialah, .su S ¢ -J:‘- A I esempatan  untuk
menggunaka misalnya

menggunak

undang-undang memberikan rambu  yaitu dengan ukuran norma-norma
kepatutan dan kesusilaan.

Bersifat objektif yaitu dengan melihat senyatanya (yang tampak terlihat)
pada perjanjian itu sendiri, seperti bentuknya, cara membuuatnya dan isinya.

Jika ukuran subjektif menilai akibat dari adanya perjanjian itu, seperti

%% pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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bagaimanakah maksud dari perjanjian, bagaimanakah pelaksanaan perjanjian,
sedangkan ukuran objektif menilai dari adakah suatu peraturan yang terlanggar

dengan adanya perjanjian tersebut, atau bagaimanakah cara para pihak

ebagaimana telah
adapan Pejabat
mal maupun
materielnya, Uk iasa 8 persyaratan
kelengkapan surat-sura at, da /a di bukti hak atas

tanah.

yang menentukan bahwa pengalihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Sedangkan ketentuan Pasal 38
PP. No. 24 Tahun 1997 mengenai para pihak yang harus hadir dalarn

pembuatan Akta Jual Beli.**°

149 pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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Dalam Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :**°

1. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaui

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan

atas bidang

Warga Negara

Z

oleh PPAT,

-a2ed

.

=

2 )
<«

bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi
yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan
hukum itu.

2. Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.

Dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:**?

150 pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
151 pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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1. PPAT menolak untuk membuat akta jika, untruk membuat akta:
a Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas

satuan rumah susun kepadanya tidak bisa disampaikan sertifikat asli

24 ayat (1)

menyatakan

yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhui syarat untuk
bertindak demikian.

d Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat

kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan pernbuatan hukum

152 pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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pemindahan hak.

e.  Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh ijin

pejabat atau instansi yang berwenang, apabila ijin tersebut

merupakan

Pasal 1338

ke
yang sangat besar, terutama .
dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku dan tidak merugikan para pihak yang membuatnya.
Dengan mempertimbangkan tugas dan kewajiban Notaris-PPAT sebagali

pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka akta yang

dibuatnya tersebut harus merupakan juga alat pembuktian formal yang

133 pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

103



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

mengandung kebenaran absolut, sehingga seharusnya notaris juga berperan
untuk mengantisipasi secara hukum atas timbulnya hal-hal yang dapat

merugikan para pihak yang membuatnya serta akibat hukum dan perjanjian

tensebut.

Kuantan S
pengalihan ata : : pa [ " Ja 3 lerutama banyak
terjadi dalam kasus tanah ya alnya tanah Bekas Hak

Milik Adat.™

akta Jual Beli PPA ..Q jian bagi pihak pembeli, hal
ini karena ia hanya dapa ‘ 1guasai S ik akan tetapi tidak dapat
membuktikan kepemilikannya tersebut secara yuridis, hal ini sesuai dengan
peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997.1%°

Akan tetapi jual beli yang telah dilakukan antara para pihak adalah sah,

1%% Data diperoleh dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Kuantan Singingi, 9 Mei 2022, pukul 14:00 WIB

15> Data diperoleh dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Kuantan Singingi, 9 Mei 2022, pukul 14:00 WIB

136 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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karena jual beli tersebut terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah
pihak, dan para pihak telah cakap menurut hukum, dan kesepakatan itu untuk

hal jual beli (hal tertentu) dan hak atas tanah dan bangunan tersebut adalah

| QQ‘

1. Agar segera meluna

nantinya diperhitungkan sebagal harga jual tanah tersebut. Setelah
sertifikat diperoleh, maka keduanya datang menghadap kepada PPAT -
Notaris untuk melakukan transaksi jual beli.

2. Agar menunggu sertifikat terbit atas nama pihak penjual, kemudian

keduanya datang menghadap ke PPATNotaris untuk melakukan

157

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang berpotensi Konflik, (Yogjakarta :
Kanisius, 2001), hal. 116.

158
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transaksi akta jual beli.
3. Dengan menunggu sertifikat diperoleh atas nama pihak penjual

(sertifikat dalam proses permohonan hak dan sudah sarnpai kanwil

1gan membuat akta

sudah

atau jaminan

kepastian h s 3 aCa A 1al dan pembeli

b. 3 [ a penjual atau pembeli sudah

meninggal, maka dapat melakukan penetapan pengadilan dengan

membawa bukti-bukti penjualan atau pembelian pada waktu itu.

c. Masyarakat desa Pembatang atau penjual dan pembeli harus melengkapi
syarat-syarat untuk segera didaftarkan kepemilikan haknya di Badan

Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur

106



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

didalam PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.™®
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Pembatang bapak

Jarman Idris dimana upaya yang harus dilakukan oleh pembeli agar

melakukan jual b

keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil
Kantor Badan Pertanahan Nasional menerangkan apa yang berada diatas
tandatanagnnya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar

pemiliknya.

159 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
180 Data diperoleh dar sumber wawancara langsung dengan Kepala Desa Pembatang, 1 Mei 2022,
pukul 10:00 WIB
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BAB IV
PENUTUP

A Kesimpulan

an prosesnya

saksi-saksi.

oleh aparat desa.
2. Penyelesaian jual beli tanah agar berkekuatan hukum tetap dari
masyarakat desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut
masyarakat desa Pembatang, proses penyelesaian yang dapat dilakukan
oleh kedua belah pihak jika kelak tanah yang telah disepakati

bersengketa yaitu dengan saling percaya. Keduanya akan menyelesaikan
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dengan cara musyawarah dan bertanggung jawab dan siap dituntut

dimuka persidangan baik secara perdata ataupun pidana. Sedangkan

menurut pihak BPN upaya yang harus dilakukan oleh pembeli agar

wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah No
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar nantinya pemilik tanah

dapat di terbitkan alas hak sertifikat sebagai akta autentik.

. Untuk aparatur Negara seperti Kepala Desa, Camat, PPAT, dan BPN

yang wilayah hukumnya berada di Kabupaten Kuantan Singingi

khsusnya di desa Pembatang, pemahaman masyarakat mengenai penting
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nya peralihan hak jual beli dibawah tangan yang penuh resiko sangat
minim sekali, agar nantinya dilakukan penyuluhan dan pemahaman

mengenai pendaftaran tanah tersebut, agar jaminan kepastian hukum

oleh Negsa pa erika DA ac juga dapat mendata
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